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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  penjelasan yang sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya yaitu pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) di 

Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dalam  menerapkan 

Prinsip Transaparansi Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam 

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara sudah 

berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang/jasa secara 

elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya 

tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang 

melanggar hukum sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Kendala dari Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-

procurement) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Kabupaten Sleman adalah kurangnya pemanfaatan sistem pengadaan 

oleh tim teknis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang 
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menyebabkan terdapat kendala dalam hal pencatatannya yang kurang 

disiplin dan melakukan pengadaan secara manual atau langsung 

kepada penyedia tanpa melalui SPSE, karena hal tersebut 

bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan 

penyelenggara sistem elektronik, sehingga tidak menciptakan 

pemerintahan yang baik dan bersih sesuai Surat Edaran Kepala LKPP 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam 

Indeks Reformasi Birokrasi. 

3. Upaya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) di 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman 

adalah memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah)  yang diatur dalam Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik. Selain itu, terkait pencatatan manual 

yang diupload dalam SPSE sesuai dengan fungsi pengelolan layanan 

secara elektronik dalam mempublikasi terkait pengadaan barang/jasa 

melalui media elektronik yang diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP 

Nomor 10 Tahun 2021, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik 

dan bersih sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 
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Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik 

Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. 

B. Saran 

 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman lebih mengawasi dalam pelaksanaan 

tugas yang dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk 

mencegah terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang telah 

diberikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat wajib 

menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat regulasi yang 

mengatur tentang pencatatan manual wajib diinput kedalam Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) agar pengunaan pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik lebih efektif. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1. Pencatatan Non Tender 

Sumber : Website LPSE Kabupaten Sleman 

Gambar 2. Pencatatan Swakelola 

Sumber : Website LPSE Kabupaten Sleman 
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Gambar 3. Dokumentasi Bersama Narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	PERNYATAAN KEASLIAN
	BAB I LATAR BELAKANG
	A.   LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN PENELITIAN
	D. MANFAAT PENELITIAN
	E. KEASLIAN PENELITIAN
	F. BATASAN KONSEP
	1. Pengadaan Barang/Jasa
	2. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement
	3. Prinsip Transparan

	G. METODE PENELITIAN

	BAB II PEMBAHASAN
	A. Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman Guna Mewujudkan Prinsip Transparansi
	1.  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)
	2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Sistem E-Procurement di Kabupaten Sleman

	B. Kendala-kendala Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman Guna Mewujudkan Prinsip Transparansi
	C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman Guna Mewujudkan Prinsip Transparansi

	BAB III PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

